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MENTERI DALAM NEGERI

Menimhang . Balnwa tertib administeasi dan pendayagunaan barang dilzm me
nunjzng pelaksanazn Otonomi D'aerah sesual dengan hak, wewe-
nang d2n langgung jawab masing-masing Daerah brrdaszckan Pera-
turan Perundang-undzngan yang berlaky belum terlaksanz sebagai-
manz mestinya, maka dipandang perlu adanyz petunjuk pelaksa-

naan pengelolaannya,

Mengingat : 1. Undangundzng No. 72 Tahun 1857 tentzng Penetzpen Ua-

' dangundarg Darurat No. 19 Tahun 1855 tentang Penjualan
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undangwa.
dang; :

2. Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

3. Undangundang No. 5 Tahun 1962 ten1ang Peruszhaan Dae-
rah;

4. Undsngundang No. 13 Tahun 1962 tentang Kelentuan-
ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerak; :

5. Undzngundang No, 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokck
Pemerintahan di Daerzh |

6. Undong-urdang No. 8 Tahun 18974 tentang Pokok-pokok
Kepeagawaian: 7

7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 tentzng Penjualen

¥emdaraan rerarzngan Dinas Mdik Negarz:



10.

1.
12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1974 1entang Pelaksa:

naan Pcn;ualan Rumah Negcn

Peraturan Pcmcumah Na. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

. pcrianggungjawaban dan Pengawatan Kevangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 1entang Cara Pe-

‘nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daccah, Pelak-

sanzan Tata Usaha Keuangan Dzerah dan Penyusunan Per-

hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Presiden Republik.Indonesia No. 13 Tahun 1374
1entang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;

Keputusan Presiden Repubfik Indonesia No. 40 Tahun 1974
tentang Tata Cara Penjualan Bumah Negeri;

Keputuszn Presiden Republik ladonesia No. 14 Tahun 1979
tentang Pelaksanzan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara; '
Instruksi Presiden Reputtik Indaaesia No. 8 Tshun 1970
tentang Penjualan dan atau pemindah tenganan barang-ba-
rang yang dimilikifdikuasai Negara, beserla peraluran-pera-
turan pelaksanaannya;

{nstruksi Presiden Republik [ndonesxa No. 3 Tahun 1871
1entang Inventarisasi barang-barang milik Megara/kekayaan
Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP-225/MK/V/I1971 tentang Pedoman Pelzksanaan
Tertib inventarisasi .haranglbarang mifik Negara/kekayaan
Negara:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973 tentang
Pembagian Uang Pemasukan-‘Pembe'rian hak atas tanzh;

Persturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang
Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Uszha Keuangan Dae-
rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dzerah;

Peraturan Menteri Dafam Negeri No. H Tahun 1978 lemang
Pelaksanazan- Tuntutan Perbendaha aan dan Tentutan Ganti
Rugi Keuangandan Matecial Dacrah

Keputusan hlenteri Dalam Negen No. 102 Tahun 1979 ten-

tang Pelaksanazn Anggiran Pendapatant dan Belanja Daerah,

temperhatikan

“i{asil Rapax Kerja Gabungan Terbatas Kepala Biro Perbekalan
.dan Perawatan Materiit Daerah Tingkat { dan Kepak 8iro Keu-
angan Daerah Tingkat | bulan Januari 1979 di Jaka dan hasil
_Musyavarah Kerja ke-VIl Bank Pembangunan Daerahdan Konsul-
t21i Biro Kewzngan Darrgh Tingkat | seluruh Indoeesia- bulan
Juni 1878 di Yjung Pandang. )

¢

MEMUTUSKARN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGER! TENTAIG PELAK.
SANAAN PENGELQLAAN BARANG PEMERINTAERDAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1. Pasal 1

Dalam Pecaturan Menteriini yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintah Daersh izlzh Pemerintah Propinsi Daeran Tingkat | 21a¥Pemerintzh

Kabupaten/Kotamadya Daerzh Tingkat 11

Kepdla Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat | ztay Bupsti®alikotama-
dya Kepala Daerah Tingkat N

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah izlah Dewsan Perwakilan Rakyat Oerzh Propin-
s} Daera}_'n '.l'_ingkat' l atau Dewan Perwakilan Rakyat Dzerah Kabupaen/Kotama-
dya Daerah Tingkat 11

Sekrevaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Caerah Prognsi Daerab
Tingkat | 213y Sekretaris Wllayathaerah Kabupaten/Ko(amadya Berzh Ting-
kat I{;

Sekretaris Wilayah/Daerah iafah Sekretaris Wilayah/Daersh Tingkat 1atau Sekre-
taris Wilayzh/Qaerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat t: ’

Sekretariat Dewan ialsh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dagah Propinsi
Daerah Tingkat | atau Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat lI; -

Sekeetaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rekyat Daeeh Proping
Daerah Tingkat f atay Sekcetaris Dev.an Perwzkilan Rakyal DzerzhKabupaten/
Kotamadya Daerzh Tingkat |i; ‘

Bira Pecbekzlan/E 15_- 2n Umum iatsh Biro Perbekalan cin Perzvatan Materiil
Hazpoh/Doeeat. Tingkat 1 aiay Bagion Umum, lsbungan Ma.

-
PUL ..,l..\u,1 FT i



syarakst dar1 Pratokol pada Sek;etarial Wilaﬁthae.:ah Kabupaten/K otamadya
Daerah Tingkat IH;

Kepala Biro Perbekalan/Kepata Bagian Umum iatah Kepals Biro Pesbekalan dan
Perawaten Materiil pada Seksetariat Wilayah/Daerah Tingkat { atau Kepala Bagian
Urum, Hubungan Masyarzkat dan ProtGkol pada Sckretariat Wilayah/Daerah Ka-
hupatenfKot. amadya Daerzh Tingkat n;

Kepala- Keuaingan ialah Kepzla Birc Kevangan pada Sckretanat Wilayzh/Daerah
Tingkat | atau Fepala Bzgian Keuangan pada Sekretariat W|Iayathaera‘1 Kebu-
pat enfKotarmadya Daerah Tingkat 11

Berdahayawain ialsh Bendzharawzn pada Sekrmanat Wilayzh/Dzerah Tingkat |
atawr pada Sekretariat Wllayzthaerah Kabupatén/Kotamadya Baerzh Tingkat 11
atau padasatiuan kcr]a Pemermlah Daerah fainnya serta pada Proyek:

Bendzharzwan barang ialzh Bendaharawan Berang pada Bire Perbekalan Sekreta-

“rizt Wilsyah#Dzerah Tingkat | atau pada Bagian Umura, Hubungan Masyarzkat
dar Protakenl Sekretariat Wilayzh/Daerzh Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting-
kat ! 2tau pada satwan kerja Permerintzh Daerah lainnya;

Pengurus barang adalah Pegbat yang diserzhi f tugas uniuk menguius bareng

vang bereda ctiluar kewenangan Ber.dzharawan Barang:
Unit izlah suztu perangkat Pemerintzh Oaerah yang terdict dari

1}.  Badan/lLembaga Dzersh,

2).  Sekretarizt Wilayah/Daerah;

3L Kompomenkompanen;

41, Dings-diinzs Daerah;

sh Bank Pembangunan Daerah;

6).  Peruwsahaan Daerah:

7). Unit peliaksana Daerah: _
Satwan kerja adzlah bagian dan pada Unit:

Barang adalafy semua kekayzan Pemerintzh Daerah yang berwujud termasuk
hewan, baik y-ang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagsan ‘bagtannys
atatepun yang merupakzn satuan tertentu yang dapat dinifai, dahutung divkur

atau ditimbang keouali vang.

Kendaraan perorangan dinas ialah kendaraan bermotor angkutan daral milik
Daerah yang ‘telad diteatukan pemegangnys termasuk yang dipiszhkan, yang
l22imnya dipergunzkan unwk kendz2raan angkurlan perorangan seperti Sedan,
Jeep. Stetion %Vagon, Sepeda Motoar dsn Scooter;

Pengelolaan izlah segala sesuatw uszha atau tindzkan techadap bareng Caerah

vang meliputa pengadaan, penyimpznan, penyafuen, penggunaan, TNvBN tacisast,

-

Vi

(1}

(2)

{1}

{2}

{3)

fengadaan ialah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggagan dan pe-
ngaturan pemenvhan kebutuhan perfengkepan Pemerintah Dacrah:

Penyirpanan ialah kegiatan untuk melzakukan pengurusan, penyelermgaraan dan

pengaturan barang persediaan didalam ruang penyimpanan/gudang:

Penyaluran ielah kegiatan untuk melzkukan pengurusan, ﬁenye[cnga_raan dan
pengaturan pemindaban barang dari suatu tempat/ruang penyimpaanfgudang
ketempat lainfiuang penyimpanan isinfoudang lzinfpemakai;

Pemelibarzan-adslsh kegiatan untuk melakukan pengurusan, penydenggaraan
dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadzan bzik dansiap untuk

. dipzkal secara berdaya guna dan berhasiiguna;

{nventzrisase® adarah kegiatamumuok melakukan pengurusan, penyelenjgaraan dan

pengaturan pencatatan dan pendaftaran barang;

Penghapusan zdalah kegiatan untuk melzkukan pengurusan, penyelenmgaraan dan
pengaluran pembebasan barang dari pertanggung jawaban;
st

Pznitia Pembelian/Pekerjaan adzlih Panitia yang dibentuk dengza Surmr Keputue

an Kepata Dacrah dengan tugas uniuk mempersiapkan dan melaksznztn tender.

Panitia Pemerikszan adalah Panitia vang dibentuk denga'n Sural Keputwsan Kepala
Daerah cengan wgas untuk memeriksa dan menguji barang:

Panitia Penghzpusan adalah Panma yang dibentuk dengan Sura: Keputusan
Kepala Daersh dengan tugas untuk mengadakan penelitian dan penilaiam 1erhadap
barang yang akan dihapus/dijual;

Pasal 2.

Pengelolazn barang ialah suatu rangkaian kegiaten yang meliputi fuagsi-fungsi
perancang, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanzn, penyalu@n, peme:
liharzan, penghapusan dan inventarisasi beserta penata-usahaannya.

Pengelclaan barang Daerdh dilaksanakan secara terpiszh dari padea penglolasn Ba-
rang Pusat. ’

Pasal 3.
Kepala Dacrah zdalah kuzsalordonstur barang, berwenang dzn beriangang Ia‘-'-’?b

dalam pengendalizn dan membina pencelolzan barang.

. . ! , . S
- Sehretarig \_’-’c!eyah/Daerah adaslzh pembeatu kuasa/ordonaiul SREans.

'\E‘Pcla Birp Perbekatan/tl: j',h_,:._. Em“(\_.\ Jmum k"""! sczlch pcmban!u

[T oordiair
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2)

{3}

(1}

{2}
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YPF"U Un! sebagaitnana dirnh sud pasel 1 horud o h.r*zur.r. fhentord ind Forena
£
s 2 crecnnang can ber.
jatatannyr zdalah poRyeizngmaraan pernbantu kuzsa beang, tore g

. 1Enggung fawab atas peayelenggarazn pembantu kuzit Lycsgr.loiavenasny din

Lertanggeng jawab ata: penyelenggaraan adminiziras pengounnan Can perevezian
barang &fam lingkungan Unit masing-masing;

Bendahwawan Barang bertugas wntuk menerirna, meayimpzn dan’ mengeluar-

kan bagng yang ada dalam pengurusannya atas pesintah kuasalordonatur barang
atau péphet yang ditunjuk olehnya dcm;..mJ perselujuan atasan langsungnya dan
membuet surat pertangguing jawaban kepada Kepafa Daerah;

BAE I
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Pertzma

PENGENDALLIAN
Pasal 4.
Kepala Firg Perbeka.ian/Kepaia Eagien Umum setizp tahun membuat :
a. Rerana kebutuhzn barang yang diperlukan oleh setizp Unit Pemerintah Dae-
" rah,gang meliputi kepariuan rutin dan pembangunan.
b. Standarisasi, not:ma[i_s.zsi barang dan harga;

Rencam kebutuhan barzng dimaksud ayat (1] pasal ini dibuz? berdasarkan usul
derl Uk Pemerinizh Daerzh dan disesuaikan dengan anggaren.

DireksiBank Pembzngunan ‘Daerah dan Perusahazan Daerah setiap tahun membuat
rencana kebutuhan barang yang diperfukan uatuk peizksanzan tugasnya atas

persetupen Dewan Pengawas masing-masing;

Pasal §

Pelaksaraan pembelian/pekerjaan dilakukan deﬁgan cxra dipusaikan melalui
Panitia Pembelian/Pekerjaan Daecah. Kepala Dacrah dapat'meiakukan kebijakse
nzzn penbetian/pekerjaan melalui Panitia Pembelian/Pekerjzan Unit. :

Tata Caa pelaksanaan pembelian/pengadaan harzng diatur sebagai berikut :

3. Seketaiat Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Biro Perbekalan/Bagian Umum
3lznpada Unit bertugas menyelenggaraken zdministeest tender sesuai dengan
perauran yang berlaku;’

(31

(4}

L. Peaitia Perat tian/fekesjaan rmenyelenggarakan tender dan mcnnu:ub'an calon
pemenang tencdsr kepsds Kepola Dacrah;

c. Hasil penentuan pemenang tender dizerahkan kepada Biro Perbekalan/Bagian
Umum/Kepala Unil yang bersangkutan untuk ditaksanakan:

d. Penerimasn barang dilzksanakan oleh Bendaharawa. Barang digadang Pemerin-
tah Daerah atau Unit ztau ditempat yang ditunjuk setelah digeriksa o!eh Pa-
nitia Pemeriksa Barang dengan membuat berita Acara pemerikszan;

€. Pembayaran hanya dapat ditakukan apabila difampiri dokumen sesvzi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pembelian/Pekarjaan Dacrzh tersebut padz ayat {1} pasal ini susunan
keanggotaannya sebagat berikut :

KetuafAnggota o Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah yang mem-
) bidangi Perbekalan.

Wakil Kewa/Anggota Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum;

Sekretaris/Bukan Anggota Unsur Bire Perbekalanf@zagian Urmum;

p
Anggota-anggots : 1. Kepala Biro KeuanganiKepala Bagian Keu-
angan atau pejabat yang ditunjuknya;

2. Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum
atzu pejabat yang ditunjuknya;

3. Kepala Unit pemakai atau pejsbat yang ditun-
juknyaz, sebagai anggota tidak 1etap.

Untuk hal-hal yang bersifat teknis harus diikut sertakan unsur-uasur tekais darl
instansi yang berwenzng, izlzh instansi yang berhubungan dengan tugasnya (fu"ag
siny2) kompeten untuk mengadakan Penelitian terhadap barang-barang yang
akan dibeli/pekerjaan yang akan d:laksanakan misalnya untuk bangunan gedung

kantor/rumah dinas oleh Dinas Peker;aen Umum, obatobalan oleh Dinas Kese-
hatan ‘

Panitia Pembellan/PEKer;ean Unit tersebut pada 2yat (1) afiniz kedua passl ini
susunan keanggotaannya adalzh seBagai berikut :

Ketua / Anggota Pejabai yang ditunjuk oleh Kepalz Unit yang

bersangkuian;
'
Wakil KetualAnggota Kepala Unsur ’Pérbeka!an!icg’.sﬁk peda Unit
.y¥ang bersangkuian; ‘
Szkretaris/Anggota Unsur Perbekalan/logistik predz Unit yeng ber-

cangkutan,
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Lorsanckutan;
4

4. Unsoer lain pada Unit yang becszaghuian yang

ada kaitannya dcngaﬁ"'olﬁ‘,}cl{"p'c;-nbc'!i.inl;ié- '

Verjaan yang akan ditendeckan.

Untuk haldd yang bersifat teknis harus difkut sertakan uasuruniur teknis dart
instansi yasberwenang, ialah instansi yang beshubungan dengan tugasnya {fung-

sinya) korgeten unituk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan di- _

beli/pekerja yang akan dilaksanakan miszlnya: untuk bangunan gedung kanior/

rumah DimaPekerjaan Umum, obat-obatan oleh Dinas Kesehatan.

Peizksanaacteknis lebih i2njut 2tzs hasil tender yang telah disetujui Kepala Dae-
rah, sepertigembuatan Sucat Perintah Kerja dzn Kontrak pembelian/pekerjazn
dilaksanakanaleh Unit yang bersangkutan yang menguasai pos 2nggaran untuk

pembelianfgkerjaan tersebut;

tssa kerjaFanitia berakhir setelzh pemenang pelefangan ditunjuk dan dapat di-

perpanjang®mpai paling lama 1 {satu) 12zhun anggaran.

Pasal 6.

Setizp Bendharawan Barang dan/atau Pejabat yang ditugaskan untuk menerima.
penyimparia dan pengeluaran birang harus membuat pembukuan, laporan tri-
wulzn danzhunan yang diketahui oleh atasan langsungnya, untuk selanjulnya
disampaikaskepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biry Perbekalan/Kepala
Bagian Umua., :

Kepala UM yang bersangkutan bertanggung jawab atas terfaksananyz tertid
administrasBendaharawan barang sebagaimana dimaksud pasal ini.

Bzgian Kedua
PEMELIHAR AAN

Pasal 7

-Kepala Uribertangqung jawab atas, pemeliharaan setiap barang yarg ada da-

fam lingkungan anggung jawsbays, farmasuk keutuhan, pengamanan, pemanfastan

dan pendayagunaanya,

Pasal B.

{11 Pemeliharam barang meliputi gedung, keadaraan.dan perlengkapad kentor.

i)

13).

Proeldharsan yeduny yang 1acui cari kantor, Rumah Jabatan, fiumah Dinas,

Sesdan firngunin hinoya difskzanakan dengan 1xta cars sebagai berikut ;

no iz penguzes Sabretanial Vilayah/Daerah yang meliputi Biro BAPPEDA,
Gekretariat Dewan, Inspektorat Wilayah/Daeczh, Direkicrat Sosial Politiv,
Dircktorat Agraria, Direkiorat Pernbangunan Desa, APDN dan lain-lain.

1) Kepata Satwan kedja bersangkutan sebagai pemakai mengusulken perbaik-
annya kepada Sekretariat Wilayah/Daerah.

2] Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum melakukan pengecekan ter-
hadap usul tersebut dari segi fisik dan penggunaannya dan selaniuthya
meneruskan usl dimaksud, bagi Daerah Tingkat | kepada Kepala Daerzh
Bira Perbekalan dan bagi Daerah Tingkat {1 kepada Kepaly Daerzh
alau pejabat yang ditunjuk dengan disertai pertimbangaﬁnya.

3] Kepala Biro Pecbekalan/Kepal: Bagian Unium meneruskan usul fecsebut
kepada Kepqla Daerah atzu pejabat vang ditunjuk untuk mendapal
perselujuan.

41, Koordinasi administrast 8an pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh Biro
Ferbekalan/Bagian Urnum sesvai dengan keleniuan tcatang Felaksana
an Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daerah.

b. Dibawsah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Daerah,

Hl.  Fepala Dinas, Badan/lembaga Daerah yang bersangkuian sebagai pe-
makai mengusulkan perbeikannya kepada Kepala Biro Perbekasfan/Ke.
paiz Bagian Umum, :

2].  Kepala Birp Perbekalan/Kepala Bagian Umum melakukan - pengecekan
terhadap usul -tersebut dari segi lisik dan penggunaannya dan selshjui-
ny2 meneruskan vsul dimaksud kepada Kepata Daerah atau pejabat yang
ditunjuk untuk mendapat persetujuan,

3. Koordinasi ‘administrasi ditakukan oleh Kepala Biro Perbekalanfxepala
Bagian Umum dan pelaksanaan perbaikannya dilakukan oleh Unit se-
suai dengan ketentuan tentang pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan
Belznja Daerah,

Pemelihazaan kendaraan ditaksanakan tlenigan 121z cara sebagai berikut :

a. Diba_wah penguasaan Sekretariat Wilayah/Daerah yang meliputi Bire BAPPE:
DA. Sekretarial Dewan, Inspekiorat Wilayah/Daerah, Direktorat Sosizl Poli-
ik, Direkioral Agrania, Direktorat Pembangungn Desa, APDIN dan Iain-lain.

W Kepala satuan kerja bersangkutan sebagai pemakai mengusulkan perbaik-
annya kepada Sekretariat Wilayeh/Gaerah -



2) Xept2 Biro Umem/¥epata Bagian Umcia mizlakuban pengeceran terhadap
wsdiresehut dari seqi fisik dan penggunaannyal

q) Pel¥zanaannya Gilakukzan oleh char:; Biro Umum/Keoala, Lanian Umurn
seaai dennan keteruan tentang Pelaksanzan Anggaran Pendapatan din

Btanja Daerah:

b. Dibaah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Dacrah.
2 . ‘ .
1) Kmyala Dinas, Badan/Lembaga Daerzh yang bersangkulan sebagai pemaraes
mengusulkan perbaikannya kepada Kepala Biro Perbekatan/Kepalz Eagian
Uz, : _
2) Kpala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum melakukan pengecekan zer-
halap usul tersebut dari segi fisik dan penggunaannya.
3] Pﬁksanaannya dilak ukan oleh Dinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersang
kaan sesuzi dengzn Kelentuan tentang Pelzksanaan Anggaran Pendapatan

dm Belanja Daerzh,

(4]. Pemeliteaan perlengkzpan kantor dilaksznakan dengan tata cara sebagai berikuyt:

a. Dibamh penguasaan Szkretariat Wilayah/Dasersh yang meliputi Biro BAPPE
DA, Sekretzriat Dewian, Inspektoral Wilayah/QOaerzh, Direktorat Sesial Fo-
litik Birektorat Agrariz, Direktorar Pembangunan Desa APDN dan lain-lzin.

1} Kmala satuan ke.rja vang bersangkutan sebagai pemakai mengusulkan per-
tR®annya kepada Ke pala Biro Umum/Kepata Bagian Umum.

2} Kmalz Biro Umum/Fepala Bagian Umum melakukan pengecekan terhadap
usd tersebut dari segi fisik, penggunaannya dan selanjutnya meneruskan
usf dimaksud kepada Kepala Biro Perbekalan disertai pertimbangannya.

3 Pﬁﬁsanaannya ditakukan ofeh Birg Perbekalan/Bagian Umum sesuai de-
ng ketentuzn tenzang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Derah dan pengadministrasiannya dengan sepengetahuan Kepals Biro
Umumn, Co

b. Oibasah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Daerah.

-1} Kpala Dinas, Badan/lLembaga Daerah yang bersangkutan sebagai pemakai
mexgusulkan perbaikannya kepada Sekretaris Wilayah/Daeral

2} Kpaiz Biro Perbekalan/Xepala Bagian Umum melakukan pengecekan dari
sgi fisik, penggunaannya dan selanjutays meneruskan usul dirmaksud kepla.
daKepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

3 Pmksanaannya diakukan oteh Dinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersang:
ksan sesuai dengan ketentuan tentang Petaksznaan Anggaran Pendapatan
dw Belanja Daerah: '

Al Semua cdmininteed pelakianaan perneliharaan ying ¢

. . Vi, y PR
boordinir oleh Biro Pecbickalan/Bagisn Umum. ksud pasat ini ui-

Pasal 9

Pemetiharaan gedung, kendaraan dan perfengkapan kantor yang g;

) Miliki/dikvasai of
8ank Pembtangunan Daerah dan Peruszhaan Daerah dilaksanakan o Wetsuasal oleh

tbagai berikur

4. Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Dacrah Yang 5
LO5angRuLEn -

lzksanakan perbaikan gedung, kendaraan dan perlengkapan kath g
f dengan sepenge-
tahuan Badan Pengawras. E peng

b. Administrasi pelzksanaan pemeliharaan vang dimaksud huruf 3 a3l in dikoordiai
3alin, dikoordunic

ofch Biro Perbekalan/Bagian Umum.

BAB i}
INVENTARISASI

Pasal 10

{t1. Kepzia Dzerah bertanggung jawsb sebagai keordinator pelat, i L
‘ “*¥n3an inventarisas
barang.

(2. Bito Perbekatan/Bagiaa Umum berfungsi sebagai Pusag e s icnc: 5
Atarisasi barang.

{31 Kepala Birg' Umum/Kepala Ezagian Umum bertanggung jawab
Rtuk menginventa.

3T Wilayah/Oserat.
{4} Kepada Unit bertanggung jawab untuk menginvenatarisic selyry,

yang ada dilingkungan 1anggung jawabnya,

cisir seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan Sekretay;
h barang inventaris

(5t Daftar inventaris yang dimaksud ayat (3} dan {4} pasal ini hace. .. :
. , Ys disampaikan ke-
pada Biro Perbekalaan/Bagian Umum,

{6} Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung ja,.,

. A ab untuk menyu-
sun dzn menghimpun seluruh daftar inveniaris darj semuz Un;, u eny

Pemerintah Dae-

rah datam saty buky daftar inventaris yang lengkap dan terperin ..
- Ci per Unit, sesuai
dengan pemilikannya.

Pasal 11
7). Dafrar inventaris dibuat ner 1 April sampaj d 31 M
! ! pry par dengan 8 aret £ berikuinya.

12} Oahar inventaris dibuat sesuai d i :
vl s i dengan forrnuhr‘ yvang d'!emuk;n berdzsarkan

: S "8 FeCormyy pelskszaaan
lerib Administrasi Batang-barang milik Negaralkekayaan Iig

Keputusan Menteri Keuzngan Republik Inconesia tenta

8ra Lnguk mags |1



13}

{4).

{51.

{61

{1

(2.

{3

(44.

{satu) tahun luhltung tanggal 1 April sampau dengan tanggal 31 Maret tahun be-
rikutnya, dengan penyesuaian ;nbaga'mana dirnzkeud pada ayat {4) pasalini.

Setiap dactah dan Unit harus membust Buku tnduk Inventaris Barang dari satu
tzhun angoaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud ayat {2} petalini,

Buku Induk Inventaris Barang scbagaimana dimaksud ayat (3} pasalini, sekurang-

kurangnya harus memuat Umam

2. Nomor urut,

b. Nama/jenis barang,

¢. Tempat adanya barang,
d. Harga barang,

e. Jumlah barang,

1. Keadaan barang.

Khusus *

a. Luas tanzh untuk bangunan, lapangan, sawah, perkebunan dan lainlzin.
b. Panjang jalan, panjzng jembatan.
c. Data lainnya yang dipandang perlu.

: . o
Apzbila Buku Induk Inventaris dimaksud ayzt (3} pasal ini sudah terizksana
untuk satu 1ahon anggaran, maka untuk waktu empat tzhun anggaran berikutnye,
masing-masing Daerah/Uait cukup membuat daftar perubahan/mutasi yang me-
muat penambahan dan 2tau pengurangan;

Pada tahun znggaran ke 6 {(enam} berikuinys masing-masing DaerahfUmit harus

membuat Buku lnduk Inventaris Barang yang baru, lerigkep dan terperinci seba-

gairmana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 12,

Tiap Daerah/Unit membuat daltar barang yang diadakan/dibeli dalam i (sa1u}
tzhun 2nggaran sebagai realisasi Anggaran Pendapaten den Belanja Daerzh yeng

ada dalam pengurusznnya.

Semua Panitis Pembelian/Pekerjaan harus menyampaikan Daftar Barang-barang
yang pengadaannya dilakukan melalui Panitia tersebut kepads Biro Perbekalan/
Bagian Umum sesuai dengan formulir inventaris barzng dimaksud phiat 11 ayar

(2) Pecaturan Menteri ini.

Kepala Bivo Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung jawab untuk membuat
Caftar Barzng yang mecupakan kompilasi reztisasi pengadaan dalam salu tahun
anggerzn sebagaimana dimaksud ayat {1) dan {2} pasel ini serta pasal 6 ayat {1}

Dafltar Barang yang dimzksud ayat (3) pasal ini hsrus dilampirkan pada Perhi.

Fmmme——e AMMANN A nGancan Tehun vaan boerranclootna. B Tt

().

{21,

(3}

(31

P

Setiap Proyck Pembangunan yang sudah selesai termasuk saran? Perlenkapannya
harus diserahkan kepada Kepala Dzerah dengan ferita Acara €0 selagitnya di-
teruskan kepada Bire Perbekalan/Bagian Umum uniuk penyclti2ian mentarizasi-
nya,

Berita penyerahan dimaksud ayat {11 pesal ini, harus memuat anters i

a. Nomor urut
b Hima Proyeie -
. Jenils dan jumtah yang dibangun
d. Lokasinya
. Anggaran Proyek selurubnya
. Biaya yang telah dibayarkan
a. Sarana yang diserahkan
h. Data lain yang dipandang periu.
Khasus mengenzt jalan dan jembatan harus memuat panjangnyé-

Kepata Unit yang secara struktural membawzhi Proyek her:ar“"gu“g wzh sepe-

nuhnya atas peiaxsanaan ketentuan pasal ini,

ga8 IV
PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama
PEMGHAPUSAN

Pasai 14

Setiap baranq yznq sudah rusak dan tidak dapat diperqunaken leai/hing/mati
atau tidak effisien lani bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar smeataris.

Kepaia Unit/Kepala satuan kerja melaporkan barang dimaksud 3¥2t {Mpasal ini
kepada Kepala Daerah meﬁgenai fenis, jumiah, nzma bacang, h278 lokzsdan di-
sertat penjelasan sebab rusak/hilang/mati. -

Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum mencaiat barand Simaked ayal
(2] pasat ini dan selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Dapf@D untukaengha:
pusannya dart daftar inventaris.

]
;-

Pasal 15

Panitia Penghzpusan mencliti barang yang skza dihapus.

T pénetitian @AEEsad ayar (1) pagel ini dihuat Berita Acara.



(41,

(1]

{21

{1}

(2).

Oalam hal pengh aputan barar..g yang sifatnya khusus seperti kendarzan bermotor
alat-2!at besar, b.éngunan_ dizzmping Berita Acara dimakiud ayal {2} pasal ini
juga harus dilengkapi Berita Acara hasil meneliti fisik dari instansi Tebnis yang
Lerwenang.

€erdazackan Berita Acara dimaksud ayat’ (2} dan atzu ayat (3] r.;asal ini Kepala
Daersh meminia perselyjuan penghaluzan kepade Dewan Perwakilan Rakyat
Oacrzh. .

Pc‘r:cluiuan dimazksud ayat [4) pasal ini dilzkukan dengan Keputusan Dewan
Ferwakilan Rakyzt Daerah, )

Seteleh mendapat persetujuzn dimakzud 2yat (5] pasal ini, penghaputan ditetan:
kan dengan Kepu tusan Képala Daerah. _

Keputusan Kepala Daerah dimaksud zyat f.Gl paszl ini baru dapat dilzksanzkan
setelzh mendzpat pengeszhzn Menteri Dalern Negeri.

Paiz! 16

Permohonan pengesahan penghapusan bizrang yang telzh dipisshkan pada Benk
Pembangunan Daerah dan Peruszhazn Daerah, tidak memerlukan perselujuan

Devizn Pecwakilan Rakyet Daerzh,

Segalz persyaratar, prosedur mzupun penelitian ditempat terhadap penghapusan
barang yang telah dipisahkan, tetzp diperlzkukan sama sebagaimana terhadap  ba-
rang yang tidzk dipisahkan.

Pasal 17

-Menteri Dalam Negeri dapat metimpahkan wewenang pengesahan kepada Guber-

nur Kepala Daerst terhadap Keputusan Kepala Daerah Tingkat I mengenai
penchapusan barang-barang tertentu yang harga nifai belinya tidzk melebihi jum-
lah y2ng ditetapkam Menteri Dzlam Negeri.

Gubernue Kepala Daerzh setelah mengesahkan penghapusan dimaksud zyat (1)
pasal ini, harus meelaporkan kepada Menieri Dalam Negeri selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Kepulusart pengesahan,
dengan dilampici : '

2. Kepaly Gubernur Kepsla Daerah tentang pengeszhan penghapusan:
b. Keputusan Kepahta Dzeran Tingkat N yang bersangkutan ;

- £ Keputusza Devean Perwakilzn Rekyar Daerah Tingkat il yang bersangkutan;

d., Keputusan Kepsla Daersh Tingkzt 1l teniang Pembentukan Pznitia Penghapus-

ang

tn

2).

i3

{1}

2].

¢. Berita Acara hasil penelitizn Panitia Penghapusan sebiagaiinana dimakoud pasal
14 ayar {2} dan atzu (3} Peraturzn Menter Ini; mating-masing dalarn ranghap
3 {tiga).

Pasal 18,

Pengesahan Keputusan Kepala Daerah Tingkat { maupun Tingkat || 1entang peng-
hapusan barzng alch Menteri Dalam MNegeri, dilaksanakan atas dasar surat permo-
honan Kepala Daceah Tingkat [ ;

Balam meneruskan permohonan untuk pengesahan Keputusan Kepsla Paereh
Tingket |1, Kepala Daerzh Tingkat [ harus memberikan pertimbangannya;

Permohonan Kepala Daerat dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilampiri dingan:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyzt Daerzh 1entzng persetujuzn pengsapus-
in;

b. Keputusan Kepalz Daerazh tentang perighzpusan:

¢. Kepuiuszn Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia penghapusan:

d. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapuysan cehageimeona dimaksud patal
14 ayat (2] dan atau (3i Peraturan Menteriini:-

masing-mating dalam rangkap 3 {tigal;

Apabila dipandang perlu, sebelum dizmbil keputusan pengeszhinnya, Menteri
Catam Negeri dapat menugaskan petugas untuk melzkukan penelitian ditenpat.

Petugas dimaksud ayat (4} pasal ini meneliti dari segi persyaratan adminztrasi,
prosecur, keadaan fisik dan lain-lain;

Pasa! 19,
Setelah mendapat keputusan pengetahan dari Menteri Dalam Negeri dimaksud
pasal 15 ayat {7) dan pasal 17 ayat {1} Peraturan Menteri ini :
a. Barang-barang yang masih mempunyai hacgafnilsi dijual dengan cara pele-
langan umum atau terbatas;
b. Barang-barzng yang tidak mempunyai harga/nilai lagi dimusnahkan dan dibuat

Berita Acara,

Hasil penjualan/pelelangan harus fangsung disetorkan sepenuhaya pada Kas
Qaerah; [

Pasal 20.

Hasil penjualan/pelelangan dari penghzpusan berzng Daerah yang dipisehben, fangsung

. N S lew P
disctorkan tepenubnya pacdy Kas Bank Permbangunin Nacrah/feruiatasn Juers



1.

(2}.
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(1.

(11.

{Z).

B S

Bagian Keduz
PENJUALAN KENDARAAN PETRORANGAN DINAS

Pasal 21.

Yendarzan perorangan dinas yang sudsh diptrgunakan selama 5 (lima} tshun

atau tetxih dapat dijual kepada pegawai ;

Yang berhzk membeli adalah pcga\{rai sebagzi dimaksud dalam keteniuen Undang-
Undang Pokok Kepegawaian, yang sudzh mempunyai masa kerjz 5 [hma) ahun
zxau [ebih pada lnstansi Permerintah dan delam wakiu 10 {sepuluh} 12hua terzkhir
belum pernah membeli atau memperoleh desgan cara 2papun kendarzan pero-
rngan dings dari Pemerintah Daerah atau $nstansi Pemerintah manapun:

Pegawai yzng mempunyai kedudukan dan 213y pangkat yang lebih linggi den atau

pemegang kendarazn dan ztau yang zkan pensivn dipertimbangkan untuk diuta-
makan ; :

Penjuatan kendaraan dimaksud tidzk beleh mengganggu kelancarin pelaksanzan
wqas Unit/Satuan kerja yang barsangkuten |

Untuk “dapat membeli kendzraan perorangza dinas harus ad: permohenan dari

pegawal bersangkutzn dan tefzh mendapat persetujuan dari Kepala Uml/SaluIan

teria yang bersangkutan,

Pasal 22,

Palaksanaan penjuaten kendaraan perorangan dinzs harus diatur dengsn Peratucan

Daerzh,

Peratisrzn Daerzh dimzksud tidak boleh menyimpang dari Peraturan Pemearintah’

Ne. 45 Tahun 1971 atau memperlakukannya secara mutatis-mutandis dan baru

“berlakw setelah disahkan Menteri Dalam Negeri;

Xepala Daerah menetapkan pembentukzn Panitia Penjualan Kendaraan pero-

ringzn dinas dengan tugas !

a Meneliti persysratan setizp permohonan dan segi adminisifasi kendarzan,

pecsyaratan personil kemungkinzn adanya gangguan terhadap kelancaran petak-:
$3naan Tugas dari Ynit/Satuan kerja y2ng bersangkutan dan tain-lain;

b. Membaniu segsls sesustu yang berhubungsn dengan pel2ksanazn penjuatan

kendaraan perorangan dinas,

Hasil penefitian Pznitia penjualan kendaraan dimaksud ayal {7) pasalim, difzpor:
kan kepads Kepsiz Daecsh;

Kendarzin parorzagan dinzs yan) lefeh memeauli porsy2s
wan sk Peswso Peasakilan Raxesr Dacezh dslzm benuk Repu-

2tan untuly dijual. di-

(51,

{8).

{1l

2).

{35

(1}

{21

Setetah mendapat persetujuen Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud et {4)
pazzl ini, ¥epala Daerah menetzpkan Kepututin penjuatannya dengan bmpiran

keputuzzn yang memuat -

3. Nama dzna jabatan pembeli;

b. Data mengenai kendaraan;

c. Biaya pernzikan selama 1 {satu) tahun terakhir;

. Harga' jual sesuai dengan ketentuan SWP30 yang berlaku untuk taJ-n yang
bersangkutan bagl Daerah Khusus lbukota Juhrta Haya

[« %

¢. Hargz yang ditetapkan;
f. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (S) pasal ini, baru dapat dilaksanakan
setelzh mendapat pengeszhan Menteri Calam Negeri;

Pasal 23.

Pada permohonan pengeszhan Kepuiluian Kepala Daeran dimgksud ayat (5)

pozzl 22 Peraturan Menteri ind, harus dilzampini dengan @

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh tentzng perseiujuan penjviian;
b. Keputusan Kepala Daerzh tentang penjualan kendarazn perorangn dinas;
¢. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendarzan;
d. Hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan;

. Keputusan pengangkatzn petlama sebagai Pegawai Negeri dari caloapembeli
{. Surat permohonan membeli kendaragn perorangan dinas dari pegewal yang

L2l

bersangkulan;
masing-masing dalam rangkap 3 (tigal.

Apabila dipandang perlu, sebelum diambil keputusan pengesahannya’ Menteri
Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk mzlakukan penelitian ditempat;

Petugas dimaksud 2yat {2) pasal ini harus meneliti darj segi persyaratamadminis:

wasi, prosedur, keadaan fitik kendaraan perorzngan dinas dimaksud dan lain-

fain.
Pasel 24,

Penjualan kendaraan perorangen dinas yang telzh dipisshkanfyang &3 pada
Bank Pemnbangunan Daerab Can Perusahaan Caeran, ticdak memeriukangersetuju-
an Dewan Perwakilan Rzk{at Dsenh;

Seqata persyaratan, prosedur mavpun pcn::ﬁﬁzn diternpat 1lerhadap penpelan ken-
darazn perorangan dinas yang telsh cipiszhkan, 1etap dincrlekukan sama scbzgal-



{11

(2).

(31

(4.

{s).

mana terhadap kendaraan perorangan dings ywang lidak dipicehkaa, kecuali per-
tyarztanmengenai st tus kepegawaien yang dizrwaikan dengan persluran kepega-
waian yang berlaku Lagi Bank Pembangunzan 1Dzerah dan Peruzahzan Dacrah yang
bertarighutan,
. Patal 25

Setelah Keputuzn Kepzla Dacrah dimaksud pasal 23 Perzturan Menteri ini men-
dapat pengeszhan, Kepala Biro Perbek alan/Kepala Bagian Umum/Pimpinan Bank
Pembangunan Daerzh/Pimpinan Perusshaan Daerah mempersiapkan pelaksanaan

penjualannya dalam bentuk Surat Perjanfian Penjuatan.

Surat Perjanjian dimakcud 2yat {1} pazal ini, ditanda tangani oleh :

2. Kepala Biro Perbekalan/Kepalz Bagian Urnum atas nama Kepala Qaerzh dan
pembeli;

b _PEmpinan Bank Pembangunan Daerah atau Perusshaan Dacrzh dan pembeli,
mengenai kendarzan yang dipisahkan dari kekayzan Dzerzh;
Surat perjanjizn baru ditanda tangani, setefah biaya perbaikan selama 1 {satu)

tahun terakhir diiurcasi.

Keputusan pelepaszn hik dan penghapusen dari daftar inventaris ditetzpkan sete:
lah harga kendarazn dilunesi, paling cepzt dalzm jangka waktu 1 (s2tu] tahun se.

}ek surail perianjian penjuatan ditznda tangani.

Selarna harga penjualan kendarzan perorngan dinas dimaksud ayat {3) pasal in
belurn dilunasi, kendaraan tersebut mash tetap milik Pemerintzh Daerah, tidak
boleh dipindzh tangznkin dan selama ite pula harus dipergunakan untuk kepen-
tingzn dinas, sedangkan biaya perbzikandpemelihzraznnya ditanggung oleh pem-
beli. Kecuali penyediaan bensin dan olie,

Hasit penjualan kendaraan dimaksud hares Iangsung disetorkan sepenuhnya pada
Kas Daerah.

Pasal 25

Hasil penjualan kendzraan perorangan dinas yang merupakan kekayaan Daerzh yang
dipisahkan harus jangsung disetorkan sepenuhmya pada Kas Bank Pembzangunan Daerab/
Peruszhaan Daerah yang bersangkutan,

‘ Bagian Ketiga
PENJUALAN RUMAH DAERAH

Pasal 27

Kepzla ODzerah menstapkan pengelolaan rumahruenah Datrsh dengzn memperhatikan

frrstuears Perundancan yang berlaku tentang perubiahan/pencetapan status rumabi-cumahy

{1).

{z}.

{1k

2.

{31.

).

fasal 28

Rurmah 90"-‘“9"“ HI yang telah berumur 10 {sepuluk) tafiun atsu lebin dv,,t di-
jualidisewa belikan kepada pegawal,

Pegawai vang dapat membels ada!ah pegawai sebagaimana dimaksud pasd 1 Pe-
raturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, sudah fempunyai masa kejz 1C
{scpuluh} tahwun atau lebih dan belum pcrnah membeli atau memperolcheumah
dengdn cara 2papun Czri Pemerintah Daerah atay {nstansi Pemerintzh mmnzpon,

Pegawai yang dapat membeli rumah adatah penghuni pemegang Surat izm Peng-
hunian {SIP] yana dikeluarkan ofeh Kepala Dacrah.

. Rumah dimaksud tidak sedang dafam serigketa. |

Harus ada permohonan untuk membelifsewa beli rumah dati pegawai ying ber-
sangkutan dengarn sepengetzhuan Kepala Unit/Satuan kerje yang bersamkutan,

Apabila tanah bengunennya tidak dikuasai cleh Pemerintah Dazrah, maka untuk
perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri sosuai dengzn ketentan pera

turan Perundangan yang berlaku,

Pasat 23

Pelaksanaan penjualanfsews beli rumah harus diatur dengan Peraturen Dazrah,
Peraturan Daerzh dimaksud tidak boleh menyimpang dari Peraturan Pemerintah

. Nomor 16 Tehun 1974 atau memperlakukannya secara mutatismutasdis ¢én

baru berlaku setelah mendapzt pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Daerah mcnetupksn pembentukart Panitia Penlualarf evea bek rumzh
gofongan {fl dengan tugas : :

a. Meneliti persaratan setiap permohonan dari segi administrasi, persyarZan per-
soni dan lain-2in.

b. Membantu segala sesuaty yang berhubungan dengan pelaksznzan pajualanf

- sewa beii rumzh golongan HI,

Hasil bcnelilian Panitia Penjualen Rumah Golon.gan HI dimaksued ayat B) pasal
ini, dilaporkan kepada Kepata Daerah,

Dengan keputusan Kepala Daerzh dibentuk :

a.'Panitia Penaksir, yang bértugss untuk menaksir harga rumah dan at2u mmasuk
ganti rugi atas tanah byngunannya,

b. Panitia Penilzi, yang beriugas untukemenitai hasil penaksiren PanitiaFenskser
dimaksud hure! z dizras,

Pam.;a Penzksir dan Panitia Pesiler dimaksud ayat {4) p=sai ini ma2sirg-masing

LIRS

Arentiihs Rucita Arara basil creneksiran dan Zerits Aenea b -



(Gi.

7).

R

2.

Humah golongan W} yang telah memenuhi pcrsyaraun untuk
pcmtuwar\ dari OCewan Pcrwakalan Aakyat Daerah’dalam bentuk I’Lpulu an
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setelsh mendapat persetujuan Dewan Perwzkilan Rakyat Dacrah dirmzksud

ayat |6 pasal ini, Kepala Daerah menctzpken Eeputusan penjualan/sewa belinya

dengzn lampiran keputuian yang memuat :

¢. Hama dan jabatan pembeli;

b. Data mengenai rumah;

c. Harga taksiran;

d. Harga penifaian:

e. Harga yang ditetapkan yang harus dibayar:

t. Data-data yang.dipandang perlu.

i’epurusan Kepala Daerah dimaksud ayat 17] pasal ini baru dapat dileksanzken
setelah mendapat pengeszhan Menteri Dalem Negeri.

Petz! 30

Pada permohonan pengasehan Keputusen dimaksud ayat-{7) paszl 28 Peraturan !

Menteri ini, harus dilampiri dengan :

2. Keputusan Dewan Perwakilan Aakyat Ozerzh tentang persetujuzn penjuzlan/

sewa beli rumah golongan L11;

b. Keputusan Kepala Daerzh tentzng penjuzianfsewa beli rumah colongan 1il;

¢. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan

1. Panitia Penjuatan rumah golongan I
2. Panitia Penaksir;
3. Panitia Penilai.

d. Berita Acara hasil penaksiran dan Beritz Acara hasil penilzian;

e. Suret Keputuszn pengangkatan perizma sebagzi Pegawai dari czlon pembeli;

f. Surat Permohonan membelifsewa beli rumah golongan {1 dari pegawai calen

pembeli;
9. Surat itin penghunian (SIP §;
masing-masing dalam rangkap 3 {tiga).

Apabila dipandang perlu, tebelum diambil kepuiusan pengesshannya, Menteri

Dalam tegeri dapat menugaskan tugis-tugas untuk melakukan penelitian di-
tempzt; .

Petugas dimaksud ayat (2) pasal ini. hzrus meneliti deci segl persysratan adminis-

Temail

L) - . -
fartdur kesdaan fisik rumety golongan (1 dan fain-l2in,

dijual, dienintavan &

O

{2).

{1

¢4}

(31

(41

{54

Hasil penjualan fsewa beli rumah goronga
yang dipisahkan, harus lang‘-ung cisetorkan sepenubinya pada Kas Bank Pe

e N
Penjualan/sewa beli rumah golongan 1 milik Dacrah yang tefah dipisahlan/yang
ada pada Bank Pemnbangunzn Dacrah dan Perutahaan Daerah, lidsk meneriukar!

pecsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Segala persyaratan, prosedur Maupun peneditian ditempat terhadap penpalan’ru-
mah gotongan H yang 1elah diprahkan, tetap diperlakukan sama sebqa:mana,
terhadap rumah golongan HI yang tidak dtpuahkan kecuali persaratan mennenz
slatus kepegawaizn yang disesuzikan dengan Peraturan Kepegawaian R0g ber-

faku bagi Bank Pembangunan Daerah/Perusahaan Daerah yang bersawngkutan.

Pasal 32.

Setelah keputusan Kepzla Daerah dimaksud 28 ayat (8) Peraturan Menteri int
mendapat pengesahan, Kepala Biro Perbekalaanepala Bagian Umumd@impinen
Bank Pembangunan Daerab/Pmimpinan Perusahaan Daerah mempecsigkan pe-

taksanzan penjuaian/sewa belinya dalam berhak Surat Perjanjian Penjuala;

Surat Perjaniian dimaksud ayat {1l pasal ini, ditanda tangani oleh :

a. Kepata Biro PerbekaleHIKepala Bagizn Umum atas nama Kepala Drereh gzn
Pembeli;

b. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah/Perusahiaan Daera
nai cumah golongan i yang dipisahkan dari kekayaan Daerah;

h dan Pembdi menge-

Pelunasin harga penjuzlan fumah atau ganti rugi atas tanahnya difsksnzken se-

bagai berikut ;
ai;

a. Sebesar 50% harus dilunasi sebelum surat perianiian penjualan ditand tags

b. Sisanya sebesar 50% dibayar secara angsuran sedikitnya dengan aazuien bu-
lanan yang sama dan harus dilunasi dalam jangka wakiu 5 tzhun sgek surat
perjanjian penjualan ditanda tangani. .

Surat Keputusan pelepaszn hak dan penghapusan dari daltar inventaris dtetapkan

setelzh hargs penjualen 2t2g rumzh dan 21au tanzh bangunanny3 gilunzsg

Hasil penjualan rumah golongan NI dan atau termasuk ganti rugi2tas teh bang-

unannya, harus langsung disetorkan sepeauhnya pada Kas Oaerah.

Paszi 33.

n 11 yang merupakan dari kekayan Daerah
npangunan

Daecan/Perusahazn Daerzh yeng bersanokutah.,



(.

2}

{33

Py

{51.

Bagian Keempal
PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Patal 31

Seriap tindakan fivkum Kenala Daerah yang bertujuan pengalian alau proyetahen
hak atar tanah yang dikuasai Pemierinteh Dacrali, batk yang tangh Bl sernifikar
nya maupun belum, bary <apat diproses selelah mendapat izin tertulis dari Men-
teri Dalam Negort, 1zin ¢imaksud didziarven ates permiohionga Pemerintah Dacrah

yang bersanghkutan;

Setetah mendapat izin dimaksed ayat {11 peual ini Bico Perbekalen din Feraturen
Mateciit/Bagian Umum mernpersieskan bahan yang dipedukan untuk meminta
persetujuan Dewan Perwvakilan R yzt D2erah;

Setanjutnya Kepala Dzerah memintanen perseivjuan Denan Prrwabaizn Rekyn

Uaerah dalam bentuk Keouviuen Dawen Penezbitan Rakyat Dzeran;

Setelah mendapat perietuiuan dimeksud ayat (3) pasaiini, Kepelz Crersh mene.

‘tapkan fural Xeputusen pelepaan hew 2izs tzneh dengan lempiran keputosan yeng

memuzl ;

2. Nama dan Jabatan celon pengrima tenzh ]

b. Dsta mengenai tanzh yang than dilepaskan/serahkan;

¢. Besarnya gaali rugi y2ng herus dibeyar cafon penerima tanzh;
d. Data~data lain yeng dipandzng perlu.

Besarnya ganti rugi yzag kerus dibayar dimaksud ayal (4] pasal ini ditetzpkan
melslui Panitia Penaksir berdasarkan ketentuan harga dasar sebagaimana dimaksud

Perawuran Menteri Datam Negeri No. 1 Taten 1975;

Keputusan Ke'pala Daerah dimaksud ayat (4} pasal ini, baru dapat dilsksanakan
setelah mendapat peagasahzn Menteri Dalam Negeri;

Apzhila dipandang perlu, sebelum diambil kepuiusan pengeszhannye, Menter)

Dalam Negeri dapat menugaskan p21ugds untuk mefakukan penelitien duempat;

Setelah mendzpal pangeszhan Mentesi Dalam Negeri, Kepals Daecah mglaksana-
karn penghspusan znah/hzk atzs 12n2h dari datiar inventaris menuiut kelentuan

peraluian perundang-undangan yang berlaku,

Ketentuan dalzm paszal ini tdak bericku bag prlepates tanshibad at2slanah ying
lefah ada bangunan c'i_z:asn-se_ sehezziman2 distur aam Ban 1V Ganizn tetigy

Petaiursn hientesivar.

PENTEWAAN DAN PENGGUNAUSAHAAN

Pazal 35

Banguoan ik [eeraht dan atau termazuk tanah bangunannya dapat ditewsakan atzu

diquna-utehiavan kepada pihak ketina dengan memperoleh imbalan pembayacan,

{1

(2%

(3L

{4},

(S1.

{1

Pasel 36

Kepalz Biro Perbekalan/Kepata Bagizn Umoum mengusuikan pada Kepaa Deerah
unluk menyewakan atau rmengqunausahakan bangunan dimeksud pasal 35 Fera:
turan Menteri int;

Fepzla Dacrah membentuk Panitia Penetiti dengan Surat Keputuzan yang ter-
¢iri dari untur §

a. firn Perhekafan/Bagian Umum;

b. Biro Perckonemian/Bagian Perekonomian;

c. Bita Umum;

d. Biro Keuangan/Bagian Heuangan:

e. Biro Hukum/Beagian Hukum;

. Direktorat Agraris/Sub Cirektloret Agraria.

g. Unsur ten2ga zhli.

Panitiz dimaksud ayat (2) pasal ini bertugas mengadakan penelitizz desi segl
administrasi, fisik, sosial ekonomi dan l2in-lain yang dipandang peosie, Hazil Pe-
nelitian Panitia dibuat dafam Betita Acara dan dilzporkan kepade Kemla Czerah;

Bamgunan dan atau termatuk tanzh bangunannya yang akan disewakain zlau di-
guna-uszhakan, dimintakan persetujuen dari Dewan Perwakilan Rzkyat Dzerah
dalgm bentuk kepulusan Dewan Perwakdan Rakyat;

Setelah memperoleh persetujuan dimaksud ayat {d] pasal ini, Kepaia Pearzh me-
nelapkan penyewzan atau pengguna-usahaan dengan Surat Keputusan;

Keputuszn Kepala Daerah dimaksud ayar {51 pasal ini baru capat dlzksanzkan
setelzh mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 37

Pada permohonan pengeszhzn keputusan dimaksud pasa! 36 ayzt (€@ Peraturan

Llenteri ini harus dilampitkan ©

Keputuszn Dawan Rerveziilen Rznyat Daerah tenteng Rerictuuan geayewdan
4

é.

2lau penpggunauszhaan;



(2).

(3.

{1k

~ Ini mendapat pengezsahan, maka Kepala Daerah menugaskan Kepala Biro Perbe-

{21.

(31

{4}

(5L

161

(7).

b. Keputum Kepala Daerah tentang Penyeh}a'ah atlau pengguna-usahaan;

c. Keputusn Kepata Daerah tentang Pembentukan Panitia Penelitian:
d. Berita Amra Panitia Penalitian masingmasing dalam rangkzp 3
(tigal.

1
Apabils dipmdang perlu sebelum diambil keputusan Pengesahan, Menteri Dalam
Negeri dapatmenwgaskan petugas untuk mengadakan penelitian ditempat;

Petugas dimaksud ayat (2} pasal ini meneliti dari segi administrasi, prosedur,
fisik, sosial ebonomis dan lain-lain yang dipandang perlu;

Pasal 38

1

Setelah Kepwusan Kepala -Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6] Peraturan Menteri

kalan/Kepala Bagian Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/Kepala Bagian
Perekonamiamuntuik mempersiapkan pelaksanaan penyew?2zn 3lau pengguna-usa-
haan.

Penentuan piksk ketiga sebagal pengusaha penyevea atau penggunz4isahaan diten-
tukan dengan@ra peelelangan umum 2tau terbatas melalui Panitia Tender;

Fanitia Tender dimaksud ayat (2} pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala
Daerah yang amgotanya terdiri dani :

Unsur BiraPerekionomian/Bagian Perekonomian, sebagai Ketua;
. Unsur BiroPerberkalan/Bagian Umum sebagai Wakil Ketua:
Unsur BiroPerekionomian/Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris
. Unsur BiroKukwm/Bagian Hukum sebagat Anggota;
Unsut BiroKeuarngan/Bagian Keuangan sebagai Anggota;
. Unsur Dirdimoratt Agraria/Sub Direktorat Agraria.

B p oo

- "

Panitia Tender éimatksud ayat (3) pasal ini melaporkan hasil tender kepada Kepala
Daerah denganBerita Acara disertai pertimbangan;

Atas dasar hadll dam pertimbangaa Panitia Tender dimzksud ayal (4} pasa! ini,
Kepala Daerah menetapkan pengusaha penyewa atau penggunduszhaan dengan
Surat. Keputusn dan selanjutnya memerintahkan Panitia Tender menyizpkan
Surat PerjanjiaaPenyewaan atau pencguna-usahaan;

Surat Perjanjim tersiebut ayat {5} pasat ini. ditznda tancani oleh Kepzila Birg
PérekonomianfBagizm Perekonomian dan Penyewa alau Penggunawsahzan seita
diketahui Kepdla Daerrah atzu pejabat yezng ditunjuk olehnya;

Hati! sevea 2law pomoqunz-cczhasn Bzavaana diselorren 2nsnuhnye S303 Fes

(1.

{2).

BAB VI,
PENGAWASAN

Pasal 39
Pengawasan pelaksanaan pen'gelolaan barang milik Daerah dilzkukan ot Kepazla

Unit/Kepala Satuan Kerja;

Inspektorat Wilayah/Daerah melakukan pengawasan/pemeriksaan terkudap ter-
tib dan terselenggaranya pelaksanaan pengefolaan barang milik Daerdh dengan
sebzik-baiknya dan sefanjutnya metaporkan hasilnya kepada - Kepata Daerah;

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang belum d'atur datam Peraturan Menteri ini ditentukan oldh Menserp
Datam Negeri;

Semua keteniuan yana bertentancan dengan Peraturan Menteri ini dingatakan ti-

dak berlaku lagi. '

Peraturan Menteri Dalam Neger. ini mulai berlaku sejsk tanggal dtetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggzl : 1 September 1978
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